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Abstract

The conduct of performance audit in public sector has become a very
important matter to meet society demand for a good governance. It is because the
result of performance audit is needed to show whether a public sector
organization is success or fail in reaching overall organizational goal and target.
To fulfill the demand of dynamic changes, especially with the constitutional
reformation in the audit field, i.e. Law Number 15/2004 concerning Fxamination
of State Financial Management and Responsibilities and Law Number 15/2006
concerning Badan Pemeriksa Keuangan Negara, BPK-RI established the new
audit standard: State Financial Examination Standars (SPKN) in the early of
2007. The process of creation of an audit standar in public sector is not an easy
duty, regarding the present changes and public demand. That is why we should
learn from other developed countries. The aim of this study is to find whether the
performance audit report in public sector based on SPKN has fulfill the needs of
its users in Indonesia. Data were collected from the answer from 164 respondents
to questionaire distributed to: Common Society (member of NGOs, journalists,
academicians); Legislatives, and Fxecutives. Statistics result shows that there are
differences between regulation in SPKN and the needs of its users concerning
things need to be included in the performance audit report. While respondents
assume that all of the variables in this study need to be included in the
performance audit report, SPKN does not cover one of the variables, that is
Auditee Accomplishments and Improvements. This result shows that regulations in
SPKN has not fulfill the needs of the users of performance audit report, especially
for the Auditee accomplishments and improvements variable.
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Intisari

Pelaksanaan audit kinerja di sektor publik menjadi suatu hal yang sangat penting
demi mewujudkan tuntutan masyarakat akan terciptanya pemerintahan yang baik,
sebab hasil audit kinerja dibutuhkan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan
maupun kegagalan organisasi sektor publik dalam mencapai tujuan dan sasaran
organisasi secara keseluruhan. Agar dapat memenuhi tuntutan dinamika masa
kini, terutama sejak adanya reformasi konstitusi di bidang pemeriksaan, yakni
Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006
tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara, maka BPK-RI menyusun standar
pemeriksaan yang baru, yakni Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
pada awal tahun 2007. Penyusunan suatu standar audit di sektor publik bukanlah
sesuatu hal yang mudah, mengingat banyaknya perubahan dan tuntutan publik
pada masa sekarang ini. Oleh karena itu dalam menyusun SPKN, kita belajar dari
negara lain yang sudah maju. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
apakah laporan audit kinerja sektor publik yang dibuat berdasarkan SPKN sudah
memenuhi  kebutuhan para pengguna laporan tersebut di Indonesia. Data
diperoleh dari jawaban 164 responden atas kuesioner yang disebarkan kepada
masyarakat umum (anggota LSM, wartawan, akademisi); pihak legislatif; dan
pihak eksekutif. Hasil statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara
aturan yang ada dalam SPKN dengan kebutuhan para pengguna laporan akan
hal-hal yang diperlukan dalam laporan audit kinerja sektor publik. Responden
mempersepsikan bahwa keseluruhan variabel dalam penelitian ini diperlukan
dalam laporan audit kinerja sektor publik, sedangkan SPKN tidak mengatur salah
satu variabel dalam penelitian ini yaitu variabel Pencapaian dan Kemajuan
Auditee. Hal ini menunjukkan bahwa aturan dalam SPKN belum sepenuhnya
memenuhi kebutuhan para pengguna laporan audit kinerja sektor publik terutama
untuk variabel Pencapaian dan Kemajuan Auditee yang tidak tercantum dalam
SPKN.
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